DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN ADVOKASI HUKUM (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018) by RAHMATULLAH MUFASSIR, 15350009
DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN ADVOKASI HUKUM 
(STUDI TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA 




DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK 
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA 








     YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag 
 
 
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 





 Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat diantaranya bertujuan untuk membantu 
dan memberikan perlindungan terhadap kaum lemah, khususnya dalam jaminan 
perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap umat Islam. Meskipun pada tatanan 
yuridis, bahwa negara wajib menyiapkan penasehat hukum untuk setiap tersangka 
yang tidak mampu secara ekonomi dengan biaya ditanggung oleh Negara. Namun 
dalam prakteknya, sering kali adanya kebutuhan rill yang tidak tercukupi, 
sehingga masih membutuhkan tambahan biaya lainnya. Permasalahan ini yang 
menjadi gagasan baru untuk menggunakan dana zakat sebagai solusi dalam 
pembiayaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2018 yang membolehkan distibusi zakat 
untuk pembiayaan bantuan hukum (advokasi hukum). Berdasarkan latar belakang 
tersebut, skripsi ini akan mengkaji apa dasar dan pertimbangan hukum MUI 
membolehkan distribusi zakat untuk advokasi hukum dan bagaimana fatwa 
tersebut dikaji secara hukum Islam.  
 
 Metode penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian 
kepustakaan).  Teknik pengumpulan data dan informasi diambil dari Al-Qur’an, 
Hadis, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. Metode pendekatan masalah adalah yuridis dan normatif. Bahwa 
secara teoritis, zakat mempunyai beberapa arti penting yang dikemukakan al-
Kasani yang dikutip Yusuf al-Qardlawi, perintah menunaikan zakat merupakan 
upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan 
pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan 
kewajiban yang diperintah Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Oleh 
karenanya, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut juga 
termasuk suatu kewajiban. Dalam hal ini, zakat dapat digunakan untuk membantu 
kaum muslim yang tidak mampu, terkhusus dalam bidang hukum, guna 
menciptakan hukum yang berkeadilan.  
 
 Hasil penelitiannya, bahwa dasar hukum yang digunakan MUI dalam 
mengeluarkan fatwanya, yaitu merujuk kepada Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat 
para ulama. Alasan fundamental yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan 
fatwa tersebut, yaitu untuk membangun sistem hukum di Indonesia yang 
berkeadilan, menjamin tegaknya aturan   yang sesuai dengan ajaran Islam, 
menjamin kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah), menegakkan prinsip-prinsip 
maqāsid asy-syarī’ah dan mengoreksi atau mengevaluasi kebijakan yang 
bertentangan dengan agama.  Jika dikaji secara hukum Islam, fatwa MUI tersebut 
dapat dibenarkan, artinya kebolehan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi 
hukum sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, MUI menggolongkan 
penerima dana zakat untuk advokasi hukum kepada aṣnaf fakir, miskin, gārimīn, 
fī sabīlillah dan ibnu sabīl. 
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es (dengan titik diatas) 
je 
ha (dengan titik di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es (dengan titik di bawah) 
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zet (dengan titik di bawah) 
 
 














II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   
 
ةدّدعتم 








III. Ta’marbutah di akhir kata 














b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 
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Karamah al-auliya’ 
 







           
zakātul fitri 
 
IV. Vokal Pendek 
 
___  َ_ 
___  َ_ 


























  ةيلهاج                    Fathah + alif  
 
Fathah +  ya’ mati                ىسنت  
 
Kasrah + ya’ mati                 ميرك  
 









                        _  
a  jahiliyyah 
                            _  
a tansa 
                       _  
i  karim 
                               _  
u  furud 
 
 








































VIII. Kata sandang Alif + Lam 
 







                       _ 
al-Qur’an 
                      _ 
al-Qiyas 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 





























X. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, nama diri yang didahului oleh kata 
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 
bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 
 
   يرنا نبضمز سهشناسقنا هيف لصوأ   Syahru Ramadān al-lażi unzila fīh al-Qur’ān 
 
XI. Pengecualian 
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 
sebagainya. 
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 
sebagainya. 
c.  Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 
Soleh dan sebagainya. 
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 





هيملاعلا بر لله دمحلا الله لىسر امحمد نأ دهشأ و الله لاا هلا لا نأ دهشأ  ءايبولأا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو
.دعب امأ هيدلا مىي ىلا ناسحاب هعبت همو هيعمجأ هبحصو هلأ ىلعو هيلسرملاو 
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala berkat, 
rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik dan dimudahkan dalam segala urusannya. Penulis banyak bersyukur kepada 
Allah SWT, atas kehendak-Nya penulis menjadi orang yang terpilih dan diberikan 
kesempatan untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Negeri ini, karena penulis 
menyadari bahwa masih banyak generasi-generasi bangsa yang di luar sana yang 
belum diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat dan mudahnya dalam 
menuntut ilmu di Perguruan Tinggi. Shalawat dan salam tak pernah putus untuk 
Nabi Muhammad saw. karena berkat beliau kita dapat menikmati mudahnya 
menuntut  ilmu pengetahuan hingga pada saat ini serta dapat menikmati 
nikmatnya hidup dalam keadaan beragama Islam hingga pada saat sekarang ini. 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini 
tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. K.H. Yudian 
Wahyudi, M.A. Ph. D. 
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Mansur, S. Ag., M. Ag. 
4. Jajaran Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). 
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang 
dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, 
memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya dan selalu sabar atas 
kesalahan-kesalahan yang sering penulis lakukan mulai dari awal bimbingan 
hingga akhir penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik Program 
Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), yang sudah mengarahkan 
dan memberi saran serta masukan selama penulis menyelesaikan perkuliahan 
dan skripsi ini. 
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal 
Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
8. Ayahanda Husaini, S. H., M. H., dan Ibunda Cut Marhamah, S. Ag., atas 
segala perhatian, kasih sayang, cinta, dan do’a yang selalu diberikan tanpa 
henti dalam kemudahan dan kesuksesan penulis selama proses perkuliahan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Zakat adalah salah satu bagian rukun Islam, dimana dalam Al-
Qur‟an terdapat 82 ayat menyebutkan tentang perintah menunaikan zakat 
yang secara bersamaan dengan perintah menunaikan salat. Kewajiban 
zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan 
adanya hadis Nabi saw., dan dengan adanya suatu kewajiban agama.
1
 
Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang 
berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan 
bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik 
atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.  
Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban 
zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah.
2
 Dengan 
kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus 
ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin 
merupakan hak yang esensial dalam zakat, karena Allah SWT telah 
menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada 
hak-hak orang miskin,
3
 baik yang meminta-minta maupun yang diam saja. 
                                                          
1
 Mahmud Syaltut, al-Fatāwā, (Kairo: Dar al-qalam, 1996), hlm. 434. 
2 Budi Prayitno, Tesis: Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah, 
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. xxiii. 
 
3
 Al-Ma‟ārij (70): 24-25. 
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Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting 
sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf 
Qardhawi,
4
 perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong 
kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan 
menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang 
diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana 
untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. 
Berdasarkan penjelasan Yusuf Qardhawi di atas, zakat bertujuan 
untuk membantu dan memberikan perlindungan terhadap kaum lemah, 
khususnya dalam jaminan dan perlindungan hukum dan keadilan bagi 
setiap umat muslim. Dalam prakteknya di Negara Indonesia, jasa 
pendampingan maupun bantuan hukum tidak mudah didapatkan bagi 
sebagian masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong golongan 
masyarakat kurang mampu. Dalam penyelesaian suatu kasus, masyarakat 
membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka 
mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum 
tersebut secara optimal. Sejatinya Undang-Undang Dasar 1945 
menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum”.5 Dalam hal ini, Negara sebagai penjamin Hak Asasi 
Manusia berkewajiban untuk memberikan penjaminan dan perlindungan 
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 Pasal 28D ayat (1). 
3 
 
hukum yang adil kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali terhadap 
masyarakat yang kurang mampu. 
Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah 
perkara di persidangan. Akan tetapi lebih luas yaitu mengarah pada upaya 
perubahan sistem hukum, sosial, ekonomi dan budaya, serta upaya 
penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam 
memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. 




Secara tatanan yuridis, telah adanya jaminan pemenuhan bantuan 
hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ketika berhadapan dengan 
hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP)
7
 mengatur bahwa negara melalui penegak hukum 
wajib menyiapkan penasehat hukum untuk setiap tersangka yang 
memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. 
Dalam prakteknya, sering kali adanya kebutuhaan riil yang tidak 
tercukupi, sehingga masih membutuhkan tambahan biaya lainnya.
8
 
Permasalahan tersebut yang menjadi gagasan baru untuk memanfaatkan 
dana zakat sebagai solusi dalam pemenuhan biaya tersebut. Hal ini 
                                                          
6
 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum, Fatwa 
No. 6 Tahun 2018, hlm. 63. 
 
7
 Pasal 56 ayat (1). 
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dibuktikan dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui 
suratnya mengajukan pertanyaan (muṣtafti) kepada Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk 
kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.  
Permintaan fatwa (muṣtafti) tersebut dijawab oleh MUI dengan 
dikeluarkannya Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 yang 
menyatakan bahwa distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum 
(advokasi hukum). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat 
permasalahan terkait apa yang menjadi landasan hukum bagi Komisi 
Fatwa MUI membolehkan distribusi zakat untuk advokasi hukum tersebut 
dengan judul penelitian: “Distribusi Zakat untuk Pembiayaan Advokasi 
Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2018)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan MUI 
membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum?  
2. Apakah distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum menurut 
fatwa MUI sesuai dengan hukum Islam? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, 
penelitian ini bertujuan: 
5 
 
1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan 
MUI membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi 
hukum. 
2.  Untuk mengetahui apakah distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi 
hukum menurut fatwa MUI sesuai dengan hukum Islam. 
 Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang 
ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang 
hukum keluarga Islam.  
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 
dan landasan hukum dalam pendistribusian zakat untuk advokasi 
hukum bagi para pencari keadilan. 
D. Telaah Pustaka  
 Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat 
kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain 
dalam pengkajian permasalahan yang sama. Kajian tentang distribusi 
zakat, sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa peneliti lain yaitu:  
 Pertama, karya Ahmad Mushofi Hasan. “Konsep Batas Wilayah 
Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap 
Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili”. Penelitian tersebut menitik beratkan pada 
batas wilayah pendistribusian dana zakat. Pendekatan yang digunakan 
dengan metode istinbath hukum, yaitu menelaah hukum dengan menitik 
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beratkan kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang pendistribusian 
zakat, serta landasan yuridis tentang batas wilayah pendistribusian zakat 
dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta 
dikaitkan dengan relevansi yang terjadi di Indonesia. Hasil analisis 
tersebut, batas wilayah pendistribusian dana zakat menurut pendapat 
Wahbah az-Zuhaili dengan istinbath hukum, baik dari Al-Qur‟an dan 
Hadis, maupun dari pendapat Imam Madzhab, bahwa distribusi zakat 
memiliki batas wilayah sama dengan jarak seorang musafir boleh 
menjama‟ shalat, sedangkan konsep bilad secara keabsahan bisa berarti 
suatu daerah, atau disebut kota/kabupaten, sejatinya telah sesuai dengan 
konteks pendistribusian zakat di Indonesia. Dimana zakat yang sudah 
merata dapat didistribusikan keluar daerah dengan menggunakan kajian 




 Kedua, karya Budi Prayitno. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada 
Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah 
Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)”. Penelitian tersebut 
terfokus kepada bagaimana praktek pengelolaan zakat dan infaq atau 
sadaqah oleh Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Muna dengan 
beberapa kesimpulan,  bahwa pengelolaan  dana zakat dan infaq atau 
sadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan 
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sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam  dan peraturan perundangan yang 
berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat  maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan 
sesuai dengan tujuan  diwajibkannya zakat. Sebagai  pendukung utama 
kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya 
respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Dan campur tangan pemerintah 
diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah 
perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
10
 
 Ketiga, Jasafat. “Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Manajemen Pengelolaan 
Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar”. Karya tersebut 
membahas tentang praktek manajemen pengelolaan zakat, infaq dan 
sadaqah di Baitul Mal Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut, bahwa 
distribusi zakat pada Baitul Mal telah disalurkan dalam dua metode. 
Pertama, pengembangan ekonomi, diantaranya dengan penyaluran modal, 
pembentukan lembaga keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro 
syari‟ah (LKMS)/BMT, dan pembangunan industri untuk membuka 
lapangan kerja mustahiq. Kedua, layanan sosial, diantaranya 
penyelenggaraan program tahfidz, pembangunan rumah tidak layak huni, 
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memelihara mu‟allaf, dan menyantuni fakir uzur. Dari hasil tersebut, dapat 
diketahui bahwa Baitul Mal Aceh Besar belum terlihat adanya 
pemanfaatan dana zakat untuk bantuan atau advokasi hukum. Namun lebih 
terfokus kepada pengembangan ekonomi dan layanan sosial.
11
 
           Karya ilmiah yang di telaah oleh beberapa peneliti diatas, 
semuanya berkaitan dengan distribusi zakat, akan tetapi masing-masing 
karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda. Penulis belum 
menemukan terkait dengan studi fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 
mengenai kebolehan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum. 
Kebanyakan dari karya ilmiah tersebut lebih menitik beratkan mengenai 
penerapan distribusi zakat di beberapa lembaga atau badan pengelolaan 
zakat di Indonesia dan konsep distribusi zakat berdasarkan perspektif 
tokoh hukum Islam. 
E. Kerangka Teoretik 
Firman Allah SWT.: 
 ٍفو ٍُِراغىاو باقزىا ٍفو ٌهبىيق تفىؤَىاو اهُيع ُِيٍاعىاو ُِماسَىاو ءازقفيى ثاقذصىا اَّا
ٌُنح ٌُيع اللهو الله ٍِ تضَزف وُبسىا ِباو الله وُبس12  
Ayat tersebut menjelaskan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 
orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 
hatinya (mu‟allaf), untuk memerdekakan hamba sahaya (riqāb), untuk 
membebaskan orang-orang yang berhutang (gārimīn), orang yang berada 
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di jalan Allah (fī sabīlillah) dan untuk orang yang sedang di dalam 
perjalanan (ibnu sabīl) sebagai kewajiban dari Allah. Berdasarkan ayat 
tersebut, ada 8 aṣnaf atau mustahiq zakat yang ditetapkan Allah SWT 
untuk berhak menerima zakat. 
Hadis Nabi saw.: 
ٍبأ ِع  ساغى تسَخى لاا ٍْغى تقذصىا وححلا : صلى الله عليه وسلم الله هىسر هاق هاق هْع الله ٍضر ٌرذخىا ذُعس
 قذصخق ُِنسٍ راخ هى ُام وخزى وا هىاَب اهازخشا وخزى وا ًراغى وا اهُيع وٍاعى وأ الله وُبس ٍف
يعهُىا ُِنسَىا اهذهأف ُِنسَىا ً13  
Hadis tersebut menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Sa‟īd al-Khudrī 
ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal 
dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang 
sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus 
zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakat 
tersebut (dari fakir miskin) dengan hartanya, atau kepada orang yang 
punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut 
kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.
14
 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat, bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syari‟at Islam, keadilan, 
dan kepastian hukum.
15
 Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan 
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14
 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bab Zakat, hlm. 65. 
15
 Pasal 2. 
10 
 




Pendapat Imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma‟bari Al-
Malibari Al-Fannani dalam kitab Fatḥ al-Mu‟īn : 
ر هُفنَ هاٍ صأر ةرادح دىعح ُا اَهٍْ وم ًطعُفآ تفزح وأ ابىاغ هحب.......اهخى17  
Dalam kitab  tersebut menjelaskan, Imam Zainuddin menjelaskan 
tentang kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq. Bagi 
fakir dan miskin diberikan harta dengan cara, bila ia biasa berdagang, 
diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup 




Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmū‟ Fatāwā:  
ىا وأ تخاحيى تَُقىا جازخا اٍأو ةامشيى ُىقحخسَىا ُىنَ ُأ وثٍو .....هب صأب لاف هذعىا وأ جحيصَ
عفّأ اهّىنى تَُقىا ءاطعا اىبيط ...ءازقفيى عفّأ اهّأ ٍعاسىا يزَ وأ اهاَا ٌهُطعُف19  
  Dalam kitab Majmū‟ Fatāwa tersebut, Ibnu Taimiyah 
membolehkan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada 
kemaslahatan bagi mustahiq. Bahwa mengeluarkan nilai dari objek zakat 
karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan, 
hukumnya boleh. Seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta 
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zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya, sesuai dengan yang 
mereka inginkan. Demikian juga apabila amil zakat memandang bahwa 
pemberian dalam bentuk nilai lebih bermanfaat kepada kaum fakir.
20
 
Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah: 
 ٍفو :راَْىا زُسفح ءاذغىاو ءاَىا زُقىحو ححىا قزط ٍُِأح ًيع ٌهسىا اذه ٍِ فزصىا سىدَ
ٍ لىذى ذخىَ ٌى ُا جادحيى تحصىا بابسأو.زخآ فزص  
 َِذىا زٍأ كلاٍ ٍه ٍخىا تٍاعىا تُعزشىا حىاصَىا زئاس وَخشَ ىهو " الله وُبس ٍفو " :هُفو "
 تٍاعىا تَزُخىا اذمو تَزنسعىا ثاُفشخسَىا ءاشّا هٍىَع ٍف وخذَو......تىوذىاو قزطىا عازشاو
َْىاو تعرذَىا جراىبىا ءاْب اهٍْو تَرادخىا لا تَزنسعىا تَذَذحىا طىطخىا ذٍو اهذُبعحو ذُطا
.قداْخىاو ُىصحىاو تُبزحىا ثاراُطىاو21  
 Dalam kitab Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa 
dalam tafsir al-Manār disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian 
sabīlillah, baik untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan 
pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana 
kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. 
Dalam persoalan makna sabīlillah, sudah tercakup segenap maslahat-
maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal agama dan negara. 
Termasuk ke dalam pengertian sabīlillah adalah membangun jalan-jalan 
dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan 
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 Sayyid Sabiq,  Fiqh as-Sunnah,  (Kairo: Dar al-Fath lil I‟lami al-„Arabi, 1994), I: 394. 
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militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, 
pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).
22
 
Berdasarkan fatwa MUI, sabīlillah disini mengandung makna 
umum. Berdasarkan fatwa MUI tentang Mentasarrufkan Dana Zakat 
Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum menetapkan bahwa 
dana zakat atas nama fī sabīlillah boleh di-taṣarruf-kan guna keperluan 
maslahah „amah (kepentingan umum), dan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat 
menetapkan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin 
boleh menerima zakat atas nama fī sabīlillah, dan berdasarkan Ketetapan 
Nomor 120/MUI/II/1996, bahwa memberikan uang untuk  keperluan 
pendidikan, khusunya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, 
karena mereka termasuk dalam aṣnaf sabīlillah. 
Mohammad Daud Ali menyampaikan bahwa ada enam prinsip 
disyari‟atkan zakat kepada umat Islam.23 Pertama, keyakinan keagamaan, 
yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu 
manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, pemerataan dan keadilan, 
merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan 
Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga, produktifitas, 
menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu 
telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. 
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Keempat, nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan 
itu harus dikeluarkan. Kelima, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh 
orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang 
yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan keenam, 
prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan diminta secara 
semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. 
Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting 
sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf 
Qardhawi,
24
 perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong 
kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan 
menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang 
diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana 
untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. 
F. Metode Penelitian  
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, 
yang mempunyai langkah- langkah sistematis.
25
 Menurut Peter Mahmud, 
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi.
26
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode untuk mempermudah dan mempertajam dalam menganalisis dan  
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menelaah data yang digunakan nantinya. Metode penelitian tersebut 
sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian 
Kepustakaan), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan 
penelitian.
27
 Artinya, penelitian ini dengan mencari dan memahami terkait 
teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan sebagai 
landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana bahan primer 
sebagai bahan pokok dari penelitian, bahan sekunder dan tersier sebagai 
pendukung dari objek penelitian itu sendiri.   
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat yuridis dan normatif. Oleh karena itu, 
dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan 
penelitian. 
3. Sumber Data Penelitian 
Dalam pengumpulan data, ada data yang berupa bahan hukum 
sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat. 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur‟an, Hadis, 
dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.  
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan 
bahan hukum primer, baik itu buku-buku, hasil penelitian, dan karya 
ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yaitu 
berupa literatur-literatur. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier adalah bahan tambahan yang 
menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut 
yaitu artikel, jurnal, ensiklopedia, dan internet. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
          Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik studi 
kepustakaan dengan mencari dan memahami bahan-bahan tertulis yang 
terdiri dari Al-Qur‟an, Hadis, literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, 
dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul, kemudian mengolah data tersebut 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Editing 
Editing adalah pengecekan terhadap data-data yang 
diperoleh untuk mengetahui tulisan atau karya tersebut  cukup baik dan 




Sistematisasi adalah menempatkan data yang sudah valid 
untuk diletakkan secara sistematis berdasarkan tata urutan kerangka 
pembahasan dan urutan masalah. 
6. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah 
kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.
28
 
Dalam metode berpikir induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari 
fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau 
peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai 
sifat umum.
29
 Dengan metode tersebut, penulis dapat memahami, 
menimbang, dan menyimpulkan dari data yang dianalisa, sehingga 
nantinya diperoleh jawaban yang benar dari objek penelitian atau 
permasalahan. Dalam analisa data, penulis mengolah data-data yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan, data tersebut nantinya akan dianalisis 
secara komprehensif dalam pembahasan untuk menjawab dari 
permasalahan yang terkait. 
G. Sistematika Pembahasan  
          Untuk mempermudah dalam pemahaman, memberikan arah yang 
tepat dan terfokus, serta tidak memperluas objek penelitian, maka rumusan 
sistematika pembahasan disusun sebagai berikut: 
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Pada bagian pendahuluan, memuat penjelasan latar belakang 
masalah, menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi penelitian ini 
dilakukan, kemudian permasalahan pokok yang diteliti dimuat dalam 
bentuk rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis tidak terlepas 
membaca dan menganalisis secara mendalam dari beberapa penilitian 
terdahulu terhadap penelitian yang sejenis dengan penulis, dengan tujuan 
untuk mempertegas titik tekan penelitian ini yang berbeda dari penelitian-
penilitian sebelumnya, harapannya mampu menciptakan kebaharuan 
penelitian/kebaharuan gagasan. Penulis juga memaparkan teori apa yang 
akan dijadikan pisau analisis untuk membedah objek yang akan diteliti, 
yang dimuat dalam kerangka teoretik, dan metode penelitian yang 
digunakan juga akan dibahas dalam bab ini. Bagian ini sebagai 
pendahuluan, dimuat dalam bab pertama.  
Landasan teori yang dibahas dalam penelitian ini mengenai 
distribusi zakat dan advokasi hukum. Menjelaskan tentang konsep 
distribusi zakat secara hukum Islam dan konsep advokasi atau bantuan 
hukum yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang kurang 
mampu. Bagian ini sebagai tinjauan umum konsep distribusi zakat 
menurut hukum Islam dan konsep advokasi hukum yang diberikan oleh  
Negara, dimuat dalam bab kedua. 
Adapun pembahasan yang mencakup fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, objek yang dikaji dan dianalisis secara 
komprehensif terkait latar belakang fatwa MUI tersebut muncul dan 
18 
 
landasan hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa 
mengenai kebolehan distribusi zakat untuk advokasi hukum tersebut. 
Bagian ini dimuat dalam bab ketiga. 
Bagian yang berisi analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
6 Tahun 2018 secara komprehensif, baik dari dasar hukum dan 
pertimbangannya, dan menjawab apakah fatwa tersebut sesuai dengan 
hukum Islam. Bahasan ini dimuat dalam bab keempat. 
Bagian penutup, menjelaskan terkait bagaimana penulis menjawab 
rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sebagai kesimpulan 
penulis. Setelah hasil penelitian disimpulkan, penulis memaparkan terkait 
beberapa saran yang bertujuan sebagai gagasan serta untuk pengembangan 













 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
 Sebagai bentuk penelitian sistematis, penulis mengemukakan 
kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya: 
1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan 
fatwa tersebut yaitu merujuk kepada Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat 
para ulama. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI membolehkan dana 
zakat digunakan untuk pembiayaan advokasi hukum dengan 
memberikan beberapa ketentuan hukum: 
a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam; 
b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang 
terdzalimi (maẓlum); 
c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang 
bertentangan dengan agama. 
Alasan fundamental yang menjadi pertimbangan MUI 
mengeluarkan fatwa tersebut yaitu: untuk membangun sistem hukum 
di Indonesia yang berkeadilan, menjamin tegaknya aturan yang sesuai 
dengan ajaran Islam, menjamin kemaslahatan umum (maṣlaḥah 
‘āmmah), menegakkan prinsip-prinsip maqāsid syarī’ah (perlindungan 
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan mengoreksi atau 
mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan agama. 
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Pertimbangan fatwa ini dikeluarkan agar pihak-pihak yang lemah tetap 
mendapatkan bantuan hukum yang berkeadilan. Hal ini untuk 
menghindari permasalahan ketidakmampuan ekonomi atau finansial 
dalam pembayaran biaya advokasi hukum, menyebabkan lahirnya 
ketidakadilan bagi yang berhadapan dengan proses hukum. Sehingga 
meminimalisir bahkan menutup jalan terhadap kemungkinan pihak-
pihak tertentu atau pihak penguasa yang memiliki kapasitas ekonomi 
yang lebih tinggi  dapat mengalahkan pihak-pihak yang lemah di 
dalam proses hukum.  
2. Bahwa fatwa MUI yang membolehkan distribusi zakat untuk 
pembiayaan advokasi hukum dengan menggolongkan pada aṣnaf fakir, 
miskin, gārimin, fī sabīlillah, dan ibnu sabil telah sesuai dengan 
hukum Islam, dengan berlandaskan kepada Al-Qur’an, Hadis, dan 
pendapat para ulama. Artinya kebolehan distribusi zakat untuk 
advokasi hukum yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwanya dapat 
dibenarkan secara hukum Islam.   
B. Saran 
 Dalam upaya untuk kemajuan dan perbaikan sistem advokasi 
hukum di Indonesia, hendaknya Pemerintah perlu melakukan verifikasi, 
seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi 
bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai 
pemberi bantuan hukum. Hal ini dikarenakan terkait dengan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu 
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lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan 
negara yang dipergunakannya. Oleh karena itu, organisasi pemberi 
bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN harus 
dilakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi 
bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi standar nasional 
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1 3 QS. Al-Ma’ārij (70): 24-
25 
“Dan orang-orang yang dalam 
hartanya disiapkan bagian tertentu. 
Bagi orang (miskin) yang meminta 
dan tidak meminta”. 
8 12 QS. At-Taubah (9): 60 “Sesungguhnya zakat itu hanyalah 
untuk orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan 
hatinya (muallaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, 
untuk (membebaskan) orang yang 
berutang, untuk jalan Allah, dan 
untuk orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai kewajiban dari 
Allah. Allah Maha Mengetahui, 
Maha Bijaksana”. 
9 13 HR. Abu Dāwud dan 
Ibnu Mājah dari Abu 
Sa’īd al-Khuḍrī, dalam 
kitab Sunan Abī Dāwud. 
“Diriwayatkan dari Abi Sa’īd al-
Khuḍrī ra ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: Shadaqah (zakat) tidak 
halal dibayarkan kepada orang kaya 
kecuali dalam lima kelompok, 
kepada yang sedang berperang di 
jalan Allah, kepada yang bekerja 
('amil) mengurus zakat, kepada yang 
punya hutang, kepada orang yang 
membeli zakat tersebut (dari fakir 
miskin) dengan hartanya, atau 
kepada orang yang punya tetangga 
miskin lantas ia bersedekah atas 
orang miskin tersebut kemudian si 
miskin memberi hadiah si kaya”. 
 
10 17 Imam Ahmad 
Zainuddin bin Abdul 
Aziz Al-Ma’bari Al-
Malibari Al-Fannani 
dalam kitab Fatḥ al-
Mu’īn Bisyarhi Qurratil 
‘Aīn Bimuhimmatiddīn”. 
“Maka keduanya fakir dan miskin, 
diberikan harta zakat dengan cara, 
bila ia biasa berdagang, diberi modal 
berdagang yang diperkirakan bahwa 
keuntungannya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, bila 
ia bisa bekerja,  diberi alat-alat 
pekerjaannya …”. 
  
10 19 Imam Ibnu Taimiyah 
dalam kitab Majmū’ 
Fatāwā, “Bab az-
Zakāh wa as-Ṣaum”. 
“Adapun mengeluarkan nilai dari 
obyek zakat karena adanya hajat 
(kebutuhan) serta kemaslahatan dan 
keadilan maka hukumnya boleh … 
seperti adanya permintaan dari para 
mustakhiq agar harta zakat diberikan 
kepada mereka dalam bentuk 
nilainya saja karena lebih 
bermanfaat, maka mereka diberi 
sesuai dengan apa yang mereka 
inginkan.  Demikian juga kalau Amil 
zakat memandang bahwa pemberian 
dalam bentuk nilai lebih bermanfat 
kepada kaum fakir”. 
11 21 Sayyid Sabiq dalam 
kitab Fiqh as-Sunnah, 
Jilid 1. 
"Dalam tafsir al-Manār disebutkan, 
boleh memberikan zakat dari bagian 
sahilillah ini untuk pengamanan 
perjalanan haji, menyempurnakan 
pengairan (bagi jamaah haji), pen 
yediaan makan dan sarana-sarana 
kesehatan bagi jamaah haji, selagi 
untuksemua tidak ada persediaan 
lain.  
 
Dalam persoalan sabīlillah ini 
tercakup segenap maṣlahah-
maṣlahah umum yang ada 
hubungannya dengan soal-soal 
agama dan negara...  
 
Termasuk ke dalam pengertian 
sabīlillah adalah membangun rumah 
sakit militer, juga (rumah sakit) 
untuk kepentingan umum, 
membangun jalan-jalan dan 
meratakannya, membangun jalur 
kereta api (rel) untuk kepentingan 
militer (bukan bisnis), termasuk juga 
membangun kapal-kapal penjelajah, 
pesawat tempur, benteng, dan parit 




 19 2 Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8 
20 3 Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9 
20 5 QS. An-Naḥl (16): 71 “Dan Allah melebihkan sebagian 
kamu atas sebagian yang lain dalam 
hal rezeki.....”. 
21 6 QS. Aż-Żāriyat (51): 
19 
“Dan pada harta benda mereka ada 
hak orang miskin yang meminta-
minta dan orang miskin yang tidak 
meminta”. 
24 11 QS. Al-Mā’idah (5): 2 “......Dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan 
permusuhan.....”. 
24 12 Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8 
34 33 Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11 
41 47 Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10 
41 49 HR. Abu Dāwud dan 
al-Turmudzi dari ‘Amr 
bin al-‘Ash, dalam 
kitab Sunan Abī Dāwud. 
“Zakat tidak berhak bagi orang kaya, 
orang yang memiliki kekuatan dan 
kesempurnaan anggota tubuh”. 
 
42 50 Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9 
42 52 HR. Muslim dari 
‘Abdul Muṭālib Ibn 
Rabi’ah Ibn Harīṡah 
Ibn ‘Abdul Muṭālib, 
dalam Syarh Asy-
Suyuṭi Li Sunnah an-
Nasā’i, ”Kitab az-
Zakah”, “Bab Isti’mal 
an-Nabi”, hadis nomor 
2609. 
 
“Zakat itu adalah kotoran manusia. 
Karena itu, zakat tidak baik bagi 
Nabi Muhammad dan para 
keluarganya”. 
 
43 53 HR. Muslim dari Ibnu 
Abbas, dalam Shahih 
Muslim, “Kitab Iman”, 
“Bab Seruan untuk 
Mengamalkan Dua 
Kalimah Syahadat dan 
Syari’at-Syari’at 
“Ajarkan kepada mereka bahwa 
Allah mewajibkan kepada mereka 
zakat harta mereka. Diambilkan dari 
orang-orang kaya dari mereka 
(Muslim) dan berikan kepada orang-
orang fakir dari mereka (Muslim)”.  
 




55 5 Lihat Footnote Nomor 11 Halaman 24 
56 7 Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8 
56 8 QS. Ar- Rūm (30): 39 
 
“.......Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk memperoleh keridaan Allah, 
maka itulah orang-orang yang 
melipatgandakan (pahalanya)”. 
56 9 HR. Al-Bukhāri dan 
Muslim 
“Islam dibangun atas lima perkara: 
Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 
berhak disembah selain Allah dan 
bahwa nabi Muhammad utusan 
Allah, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, melaksanakan 
haji dan puasa Ramadhan.” 
56 10 HR. Abu Dāwud “Sesungguhnya kamu akan datang 
kepada suatu kaum dari ahli kitab, 
ajaklah mereka kepada syahadat 
bahwa tidak ada Rabb yang haq 
selain Allah dan bahwa aku adalah 
utusan Allah, bila mereka mematuhi 
ajakanmu, maka katakanlah kepada 
mereka bahwa Allah mewajibkan 
atas mereka shalat lima waktu dalam 
sehari semalam, bila mereka 
mematuhi ajakanmu maka katakan 
kepada mereka bahwa Allah 
mewajibkan sedekah yang diambil 
dari orang-orang kaya dari mereka 
dan diberikan kepada orang-orang 
miskin dari mereka”. 
56 11 Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9 
57 12 Lihat Footnote Nomor 17 Halaman 10 
57 13 Imam al-Maragī dalam 
kitab “Tafsīr al-
Maragī”, Jilid IV. 
“"Sabilillah ialah jalan yang menuju 
kepada ridha Allah dan meraih 
pahalaNya. Yang dimaksud 
'sabilillah' ialah orang-orang yang 
berperang dan berjaga-jaga untuk 
perang. Diriwayatkan bahwa Imam 
 Ahmad ra memasukkan haji dalam 
arti sabīlillah, juga segala usaha ke 
arah kebaikan, seperti mengkafani 
mayat, membangun jembatan dan 
benteng, memakmurkan masjid dan 
lain sebagainya". 
57 14 Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10 
58 15 Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11 
58 16 Wahbah az-Zuhaili, 
dalam Tafsir al-Munīr, 
Juz 1. 
“Imam al-Qaffāl menukil dari 
sebagian ahli fiqih, bahwa mereka 
memperbolehkan men-taṣarruf-kan 
ṣadaqah (zakat) kepada segala sektor 
kebaikan, seperti mengkafani mayat, 
membangun pertahanan,  
membangun masjid dst. Karena kata-





61 1 Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8 
62 2 Lihat Footnote Nomor 49 Halaman 41 
62 3 HR. Bukhari dari Ibnu 
‘Umar, dalam kitab 
Shahīh al-Bukhārī, 
Jilid 1, hadis nomor 8. 
“Islam dibangun di atas lima 
perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah 
dan bahwa Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, menunaikan haji, 
dan berpuasa di bulan Ramadhan”. 
63 4 Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9 
64 5 Lihat Footnote Nomor 17 Halaman 10 
65 6 Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11 
67 8 Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10 
68 9 Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8 
69 10 Lihat Footnote Nomor 49 Halaman 41 
 70 11 Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9 
71 13 Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11 
 
 BIOGRAFI ULAMA 
1. Imam al-Bukhāri 
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin ismail bin Ibrahim bin 
Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di 
Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 
M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur‟an. Beliau banyak 
mengunjungi di berbagai tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun 
Hijaz, dalam rangka menuntut Ilmu Hadis. Bukhari adalah orang pertama 
penyusun kitab ṣaḥīḥ, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang 
lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun  selama  16  tahun.  Kitab  itu  
berjudul  “Jamī’ as-Ṣaḥīḥ” yang  terkenal dengan Ṣaḥīḥ Bukhāri. Beliau 
wafat pada tahun 252 H/870 M. 
 
2. Imam Muslim 
Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin 
Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi. Qusyair adalah kabilah Arab yang 
dikenal. Sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah 
Khurasan. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H/821 M dan 
wafat pada tahun 261 H/875 M di Naisabur. Beliau terkenal sebagai imam 
dan hafizh, salah seorang imam nya para ahli hadis. Imam Muslim 
meninggalkan banyak karya tulis, ilmu yang luas, dan menulis berbagai 
karya di bidang hadis. Dari sekian banyak karya beliau, diantaranya adalah 
Aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim). Inilah karya beliau yang paling mashur di 
tengah kaum muslimin. 
 
3. Imam Malik 
Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam emapat serangkai 
dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di 
negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/178 M di 
Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu 
Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi ‘Amir Ibn al-haris. Imam 
Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam 
Abu hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu 
hadis. Di antara karya-karyanya adalah al-Muwaṭṭa’. 
 
4. Imam Syāfi’i 
Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persisi bersamaan 
dengan wafatnya Imam Abu hanafah. Nama lengkapnya ialah Muhammad 
bin Idris Asy-Syāfi’i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. 
Berawal beliau berguru kepada Muslim bun Halid az-Zanni, seorang mufti 
Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur‟an pada usia 9 tahun, kemudian 
mempelajari  fiqh  dan  al-Qur‟an.  Disamping  itu  beliau  belajar  kepada  
Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qadīm terhadap faham-fahamnya 
disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan 
 berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul 
Jadīd sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadīm-nya. Kitab ar-
Risālah” lalu “Kitab al- Umm” sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab 
Syāfi’i. lalu di bidang hadis menuyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. 
Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-
Fairrusabadi, Abu Hamid al- Ghazalidan lain-lain. Baliau wafat pada 
tahun 204 H/820 M di Mesir. 
 
5. Wahbah az-Zuhaili 
Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendekia yang menguasai 
berbagai disiplin ilmu. Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, 
pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab 
fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiah, utara Damaskus, Syiria 
pada tahun 1932 M, dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa 
Sa’dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. 
 
Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah az-Zuhaili senantiasa 
menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua 
menunjukkan ketukunannya dalam belajar. Menurut beliau, rahasia 
kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni 
pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. 
Motto hidupnya, “Inna Sirran Najāh fī al-hayāt, iḥṣānus ṣilah billāhi 
‘azza wa jalla” (Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah 
membaikkan hubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla). Beliau sangat 
produktif dalam menulis, diantara karyanya adalah ensiklopedia fikih yang 
berjudul “Maus’atul Fiqh al-Islāmi Wa al-Qaḍāya al-Mu’āṣirah” yang 
telah diterbitkan Dar al-Fikr dalam 14 jilid. 
 
6. Yusuf al-Qardhawi 
Nama lengkapnya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau 
dilahirkan di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah 
Delta pada 9 September 1926. Al-Qardhawi merupakan nama keluarga 
yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yaitu al-Qardah. 
Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal al-
Qur’an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma’had Tanta dan Ma’had 
Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas 
al-Azhar Cairo, Mesir. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh 
cendekiawan muslim Hasan al-Banna.   
 
Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama kontemporer dan pemikir Islam 
yang unik sekaligus istimewa. Beliau memiliki metode yang khas dalam 
menyampaikan risalah Islam, lantaran metode tersebut dia mudah diterima 
di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan 
Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang 
membuat beliau kerap kali menghadiri pertemuan Internasional para 
pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok 
 Islam. Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah beliau 
menempati posisi vital dalam pergerakan Islam, khususnya dalam 
pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami 
kebangkitan Islam modern. 
 
Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi 
keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya Qardhawi, 
seperti masalah-masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum al-
Quran dan as-sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan 
tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, 
pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. 
sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa 
termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi 
yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 
 
7. As-Sayyid Sabiq 
As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama kontemporer mesir yang 
reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui 
karyanya yang monumental, yaitu Fiqh as-Sunnah (Fikih Berdasarkan 
Sunan Nabi). Beliau dilahirkan di Istanha, Distrik al-bagur, Provinsi 
Munufiah, Mesir, Tahun 1915 M.  
 
Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari 
pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Hasna Ali Hazeb 
di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar 
keluarga yang menunjukan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah 
semenanjung Arab bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah 
ketiga, yaitu Ustman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, 
termasuk keluarga As-Sayyid Sabiq sendiri adalah penganut Mazhab Syāfi’i. 
.   
 
SURAT IZIN PENELITIAN 
  
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
1. Apa yang menjadi latar belakang Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 
dikeluarkan? 
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkan fatwa tersebut terkait 
dibolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum? 
3. Bagaimana penjelasan dari klausul “orang yang terdzalimi (maẓlum) dan 
tidak kasus yang bertentangan dengan agama” dalam ketentuan hukum 
fatwa tersebut? 
4. Siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan seseorang berhak 
mendapatkan dana zakat untuk advokasi hukum? 
5. Kapan pemberian dana zakat untuk advokasi hukum dapat diberlakukan? 
6. Bagaimana jika Fatwa MUI disalahgunakan oleh pihak tertentu? 




Wawancara dengan Dr.H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Anggota Komisi Fatwa 






1. Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag 
 
 
Dr. H. M. Nurul Irfan adalah Dosen Tetap berpangkat Lektor Kepala 
pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta. Karier akademiknya dirintis sejak tahun 2001 
selepas dari Program Strata 2 . Dia mulai berkhidmat di almamaternya 
sebagai asisten dosen selama lebih kurang tiga semester. Dan pada 2003 
diangkat sebagai dosen tetap di fakultas yang sama dalam bidang Hukum 
Pidana Islam. 
Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtida’iyyah Ma’arif 
Mlangen di Menoreh Salaman Magelang Jawa Tengah, selesai pada 1980. 
Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah hingga 1987. 
Tamat dari MTs Negeri Borobudur Magelang dia memutuskan untuk 
meneruskan studinya di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN 
Yogyakarta I. (1990-1993). Kemudian ia melanjutkan studi di IAIN 
(sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil program 
studi Pidana dan Perdata Islam/Muamalat dan Jinayat, lulus tahun 1998. 
Dengan tekad kuat, beliau yang kini telah dikaruniai empat orang  
anak  laki-laki  dan seorang anak perempuan dari istrinya Hasanah, SE ini, 
melanjutkan studi pada jenjang Magister di Program Pascasarjana UIN 
Jakarta, dengan tetap mempertahankan spesifikasinya di bidang hukum 
Pidana Islam, selesai 2001. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2008, ia berhasil 
merampungkan program Doktor dalam bidang Hukum Pidana Islam, 
dengan judul disertasi “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam 
Perspektif Fikih Jinayah”, dengan nilai 89,83.    
Dosen dan penceramah  muda yang dilahirkan di kaki Bukit 
Menoreh Magelang  pada 2 Agustus 1973 dari pasangan Alm. Kyai 
Chozin dan Almh. Mursyidah ini,  dikenal cukup aktif dalam mengabdikan 
dirinya di dunia ilmu pengetahuan. Di samping bertugas mengajar di 
almamaternya, ia banyak mengajar di berbagai perguruan tinggi di Ibu 
kota, antara lain STIE Gotong Royong, dan Universitas Pamulang.  Beliau 
juga cukup produktif mensosialisasikan gagasannya melalui  media 
tulisan, khususnya Jurnal Ilmiah Terakreditasi Dikti seperti Al-Qalam 
IAIN Serang, al-Manahij STAIN Purwokerto, Ahkamdi FSH UIN Jakarta, 
Al-Misykat, Bimas Islam, al-Fajar, al-Qist, opini harian Republika dan 
sebagainya.  
Tiga buku pertama yang telah ditulisnya berjudul Korupsi dalam 
Hukum Pidana Islam, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam dan 
Fiqh Jinayah. Ketiga buku ini diterbitkan oleh penerbit Amzah Bumi 
Aksara Group. Beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulisnya dalam 
berbagai jurnal adalah Menikahi Wanita Ahlul Kitab Dalam Perspektif 
Hukum Islam, Metode Penafsiran Alquran, Status Kridibilitas Sahabat 
Nabi dalam Periwayatan Hadis, Aplikasi Kloning Pada Manusia dan 
Problematikanya Dalam Hukum Keluarga Islam, Aborsi Dalam Perspektif 
Fikih Jinayah  dan Hukum Pidana Konvensional, Gratifikasi dalam 
Tinjauan Hukum Pidana Islam, Overspel dan Status Anak Sah dalam 
Perspektif Hukum Pidana Islam, Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri 
dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Revitalisasi Kias dalam Hukum 
Pidana Islam, Ambiguitas Pasal 2  UU No 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan Dan Status Anak Di Luar Perkawinan, Sebuah Bentuk 
Diskriminasi Hukum. Puluhan Makalah juga pernah ditulis dan 
diseminarkan dalam berbagai forum seminar dosen.   
Sejak Februari 2012 beberapa artikelnya yang pernah dimuat di 
kolom opini harian Republika adalah, Ijitihad Spektakuler MK, MK dan 
Revisi UU Perkawinan,  Sinergi MK dan MUI,  Perilaku Aneh Pelajar 
Kita,  Nikah Siri,  Ruwatan dan Musibah, Kekerasan Seksual pada Anak, 
Tanggung Jawab Pidana Anak dan  KUA Bersanding KPK. Beberapa 
hasil wawancaranya  terkait masalah hukum Islam yang sedang bergulir 
juga pernah dimuat di media online detik.com dan harian Warta Kota.  
Pada saat ada TKW dihukum Pancung di Saudi Arabia, ia pernah tampil di 
acara JLC TVone sebagai nara sumber,  juga dalam acara debat kasus 
perjuangan Machicha berujung duka. Penulis buku ini juga pernah 
bertindak sebagai saksi ahli di MK dan PA Jaksel dan PA Kab.Tangerang 
terkait masalah perkawinan.  
  
KEPUTUSAN 
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 
Tentang 
MASALAH FIKIH KONTEMPORER 
(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH) 
 
 
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok 
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439 
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah: 
 
Menimbang: a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan 
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait 
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan 
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan 
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan 
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia; 
b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban 
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum 
Ijtima Ulama Komisi Fatwa; 
c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu 
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi 
Fatwa untuk dijadikan pedoman. 
 
Mengingat: 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum 
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam 
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil 
lain yang muktabar; 
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- 
mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam 
keputusan. 
 
Memperhatikan: 1. Pidato Menteri Agama  RI  dalam  acara  Pembukaan  Ijtima 
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan 
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se- 
Indonesia VI; 
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah 
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa 
se-Indonesia 
  
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima 
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; 
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno 




1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail 
Fiqhiyyah Mu‟ashirah) yang meliputi; 
(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum; 
(ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban 
Pembayaran Zakat; 
(iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib; 
(iv) Obyek Zakat Penghasilan; 
(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan 
(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat 
Publik, 
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada 
masyarakat untuk dijadikan pedoman. 
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari 
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 
mestinya. 
 
Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel 
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H 
9 Mei 2018  M 
 
PIMPINAN SIDANG PLENO 
 


















MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH 
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER) 
KOMISI B 2 
TEMA PEMBAHASAN: 
 
I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum 
II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan 
Kewajiban Pembayaran Zakat 
III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat 
Wajib 
IV. Obyek Zakat Penghasilan 
V. Status Dana Abadi Umat (DAU) 
VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses 





ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM 
 
A. Deskripsi Masalah 
Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama 
yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang 
masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka 
mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. 
Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di 
persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan 
system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat 
untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur 
litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system 
hukum yang lebih berkeadilan 
Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum 
bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 
ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib 
menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum 
dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhaan 
riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya. 
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan 
(mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan 
bantuan hukum kepada masyarakat. 
 
B. Perumusan Masalah 
 
1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum? 
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem 
perundang-undangan agar sesuai dengan syari’ah dam prinsip keadilan? 
 
C. Ketentuan Hukum 
1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah 
boleh, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam; 
b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi 
(madzlum); 
c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan 
dengan agama. 
  
2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, 
dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses; 
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan 
umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi 
sabilillah,; 
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang 
berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah; 
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana 
zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk: 
a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam; 
b. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah „ammah); 
c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; 
d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama. 
 
 
D. Dasar Penetapan 
1. Firman Allah swt...: 
 
 
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at- 




Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang 
yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39) 
 
2. Hadis-hadis Nabi saw. : 
 
 
 “Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak 
disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan 
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. al- 





Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah 
mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan 
bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka 
katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima 
waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan 
kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang- 
orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka 
(HR. Abu Daud) 
 
 
Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima 
kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja 
('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli 
zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin 
lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi 
hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi) 
 
3. Pendapat Ulama 
a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul 
Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran 




“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; 
bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa 
keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa 
bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya … “. 
b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV  
halaman 145: 
 
"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala- 
Nya.  Yang  dimaksud  'sabilillah'  ialah  orang-orang  yang  berperang  dan 
  
berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA 
memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, 
seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, 
memakmurkan masjid dan lain sebagainya". 
c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang 
menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada 
kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut: 
 
 “Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat 
(kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh … 
seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan 
kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka 
mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga 
kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih 
bermanfat kepada kaum fakir“. 
d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhas-Sunnah jilid 1 hal. 394: 
 
"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian 
sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan 
pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana 
kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain. 
Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum 
yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara... 
Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit 
militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan- 
jalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) untuk 
kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal 
penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)." 
e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang 
mengutip Imam al-Qaffal : 
  
 
Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka 
memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor 
kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun 
masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya) 
 
4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan 
bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok 
pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan 
membolehkan. 
 
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian 
Zakat untuk Beasiswa. 
CURRICULUM VITAE 
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